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MOTO 

"Ilmu tanpa integritas adalah kehampaan. Hukum tanpa keadilan hanyalah 

kekuasaan tanpa makna." 

"Belajar hukum bukan sekadar menghafal pasal, tetapi memahami manusia 

dan memperjuangkan keadilan." 
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RINGKASAN 

 

 

Tesis ini mengkaji tentang kewenangan pengadilan dalam pembatalan Akta 
Pencatatan Sipil, yang merupakan bagian penting dari sistem administras i 

kependudukan dan perlindungan hak sipil warga negara. Akta Pencatatan Sipil, 
seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak, 
merupakan dokumen otentik yang menjadi bukti sah status keperdataan seseorang. 

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras i 
Kependudukan mengatur bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan 

pengadilan, tetapi tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang 
berwenang. Akibatnya, terdapat dualisme praktik antara Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menyebabkan ketidakpastian hukum 

dan keraguan di masyarakat. Ketidakjelasan ini diperparah dengan lemahnya 
implementasi asas contrarius actus, yang seharusnya memungkinkan pejabat 

penerbit akta untuk membatalkannya secara administratif tanpa pengadilan. Praktik 
pembatalan akta melalui pengadilan masih dominan karena kebutuhan pembuktian 
dan kehati-hatian pihak instansi terkait. Dalam beberapa putusan pengadilan 

ditemukan bahwa keduanya baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata 
Usaha Negara terkadang menerima dan terkadang menolak perkara pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil, menunjukkan inkonsistensi yang membingungkan 
masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yang dikaji melalui 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (yurisprudensi), dan 
pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode 

analisis kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara sistematis dan kritis 
bagaimana pengaturan kewenangan pengadilan atas pembatalan akta, serta untuk 
mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap ketidakpastian hukum yang 

terjadi. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer seperti peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan 

sekunder seperti literatur hukum dan penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka 
menggunakan tiga teori utama, yaitu teori negara hukum (Stahl), teori kewenangan 
(Stout dan Ateng Syafrudin), dan teori kepastian hukum (Radbruch). Ketiga teori 

tersebut digunakan untuk menilai dasar normatif, cakupan legalitas, dan kebutuhan 
akan kepastian hukum dalam konteks dualisme kewenangan pengadilan. Dalam 

praktiknya, akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, 
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individual, dan final. Oleh sebab itu, PTUN secara yuridis merupakan forum yang 

lebih tepat untuk mengadili perkara pembatalan akta pencatatan sipil. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan Akta Pencatatan Sipil 
seharusnya menjadi kewenangan absolut PTUN, karena akta tersebut merupakan 

KTUN. Namun ketidaktegasan dalam UU Adminduk menyebabkan celah 
interpretasi dan inkonsistensi dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, pembuat 
undang-undang perlu merevisi Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 agar 
menyebutkan secara eksplisit pengadilan yang berwenang. Kedua, Mahkamah 

Agung perlu mengeluarkan pedoman atau Surat Edaran yang memberikan arahan 
yuridis dalam menentukan kompetensi absolut. Ketiga, pemerintah perlu 

menguatkan peran dan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 
menerapkan asas contrarius actus secara maksimal. Implikasi dari penelitian ini 
sangat signifikan, karena memberikan kontribusi terhadap harmonisasi hukum, 

peningkatan efektivitas penyelesaian perkara, dan perlindungan terhadap hak-hak 
sipil masyarakat. Tesis ini memberikan argumen yang kuat bahwa penyelesaian 

sengketa pembatalan akta harus tunduk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum, 
dengan pendekatan yuridis yang selaras antara norma hukum dan praktik peradilan.  
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ABSTRAK 

 
 

Kata Kunci: kewenangan pengadilan, akta pencatatan sipil, pembatalan, kepastian 
hukum, hukum administrasi. 

 

Akta Pencatatan Sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian 
merupakan dokumen hukum penting yang menentukan status hukum keperdataan 

seseorang. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembatalan akta dilakukan 

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan 
ini tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang, sehingga 
menimbulkan kekaburan hukum dan praktik dualisme antara Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikaji 
secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Teori negara 
hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum digunakan untuk 

menganalisis permasalahan kewenangan dan implikasi yuridisnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pencatatan sipil memenuhi unsur 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat 
administratif yang berwenang dan menimbulkan akibat hukum individual. Oleh 
karena itu, PTUN merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara 

pembatalan akta tersebut. Ketidakjelasan norma dalam undang-undang telah 
menyebabkan ketidakteraturan praktik peradilan dan ketidakpastian hukum. 

Penelitian ini merekomendasikan revisi undang-undang dan penerbitan pedoman 
Mahkamah Agung untuk menjamin keseragaman praktik dan perlindungan hukum 
bagi masyarakat. 
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ABSTRACT 

Keywords: court jurisdiction, civil registration act, annulment, legal certainty, 
administrative law. 

This thesis examines the issue of judicial authority in the annulment of civil 
registration acts in Indonesia. Civil registration documents, such as birth, 

marriage, divorce, and death certificates, are legal instruments essential for 
establishing civil status and identity. Article 72, paragraph (1) of Law Number 23 

of 2006 concerning Population Administration stipulates that annulment of such 
acts must be based on a court decision with permanent legal force. However, the 
provision does not specify which court has jurisdiction, resulting in legal 

ambiguity and dual practices between the General Court (District Court) and the 
Administrative Court (PTUN). 

This normative legal research adopts statute, conceptual, and case approaches. 

The study relies on primary legal materials (statutes, court decisions), secondary 
sources (literature, legal opinions), and is analysed qualitatively. It applies the 
theory of the rule of law, the theory of authority, and the theory of legal certainty 

to assess the legal framework and implications of overlapping judicial 
jurisdictions. 

The findings reveal that civil registration acts meet the criteria of administrative 

decisions (KTUN), as they are issued by government officials and are final, 
concrete, and individual. Therefore, for adjudicating annulment cases, the State 
Administrative Court is the appropriate forum. The research concludes that the 

absence of a clear judicial designation in the law leads to uncertainty and 
inconsistent court practices. It recommends revising the law to clarify jurisdiction 

and issuing Supreme Court guidelines to harmonise judicial practices and 
safeguard legal certainty for citizens. 
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